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BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan; 

2. Belum optimalnya kemampuan pelayanan kedinasan;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas PD lain;

4. Belum optimalnya sistem pengendalian dan pengawasan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Perkembangan kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Dengan mempertimbangkan  arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa  Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “.
Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah : 

1. Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
2. Termaju adalah  bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.
3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,  Misi Kabupaten Bogor adalah:

· Misi Pertama : 

Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat
· Misi Kedua : 

Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
· Misi Ketiga : 

Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

· Misi Keempat : 
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan  pelayanan kesehatan;
· Misi Kelima : 

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat.  Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat.  Misi ini   terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.
2. Misi Kedua, yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.  Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.  Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.
3. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.  Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.  Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu  Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.
4. Misi Keempat yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan  pelayanan kesehatan.  Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
5. Misi Kelima, yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.  Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.   Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud, uraian tujuan dan sasaran pada setiap misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat 

Tujuan:  Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan masyarakat
Sasaran: 

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.

2. Meningkatnya kualitas kesejahteraan penduduk.
3. Meningkatnya prestasi dan kualitas olahraga. 
Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata

Tujuan : Membangun Perekonomian Masyarakat yang maju dan  berdaya saing melalui Pengembangan Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata.
Sasaran:

1. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing.
2. Berkembangnya pariwisata daerah yang berbasis pada keindahan alam dan lingkungan serta budaya lokal.

3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran.
Misi ketiga : Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan  

Tujuan  : Meningkatnya pengendalian tata ruang yang terpadu, pengelolaan lingkungan hidup, ketersediaan infrastruktur dan perhubungan yang berkualitas serta terintegrasi.
Sasaran:
1. Terwujudnya pengendalian tata ruang terpadu.

2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang bebas dari pencemaran air, udara, dan kerusakan tanah.

3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
Misi keempat : Meningkatkan aksesibilitas  dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan  pelayanan kesehatan

Tujuan :

1. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga pendidikan serta pemerataan akses pendidikan.

2. Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk dan kinerja pelayanan kesehatan.
Sasaran:

1. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga pendidikan serta pemerataan akses pendidikan
2. Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk
Misi kelima : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik.
Tujuan  : Meningkatnya kinerja tata pemerintahan daerah di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien dan demokratis
Sasaran : Meningkatnya kualitas tata pemerintahan daerah di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

2. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; 

3. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Ditinjau dari sisi tugas urusan bidang perumahan, secara umum tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi Ketiga yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ketiga yaitu :

Tujuan RPJMD  : Meningkatnya pengendalian tata ruang yang terpadu, pengelolaan lingkungan hidup, ketersediaan infrastruktur dan perhubungan yang berkualitas serta terintegrasi.

Indikator Kinerja Tujuan RPJMD :
1.  Persentase kesesuaian terhadap RTRW
Sasaran: Terwujudnya pengendalian tata ruang terpadu.
Indikator Sasaran : Persentase luas pemukiman yang tertata
2. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Sasaran : Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang bebas dari pencemaran air, udara, dan kerusakan tanah.

Indikator Sasaran :
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3. Rasio Elektrifikasi (RE)
Sasaran : Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Indikator Sasaran : Rasio Elektrifikasi (RE)
Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam KABUPATEN BOGOR TERMAJU ditunjukan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator, sehingga dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut :

1. Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan; 
2. Penduduk miskin turun menjadi 8,90 sampai 7,00 persen;
3. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional;
4. Pelayanan perijinan berstandar ISO;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional;
6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia;
7. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia;
8. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan;
9. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia;
10. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat;
11. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia;
12. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
13. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang mantap;
14. Tidak ada daerah terisolir;
15. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
16. Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun;
17. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun;
18. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;
19. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan;
20. Seluruh RSUD dan UPT Puskesmas terakreditasi;
21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
22. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia;
23. Seluruh masyarakat mempunyai KTP-el;
24. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
25. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa.

Berdasarkan 25 penciri termaju diatas, maka yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

a. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia;
b. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan indikator Tersusunnya dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan); dan
c. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH).
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Permasalahan pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2008-2013 berdasarkan RPJM Provinsi Jawa Barat pada bidang perumahan adalah tingginya backlog (tidak seimbangnya kebutuhan dan penyediaan) rumah dan rendahnya kualitas permukiman perumahan kawasan kumuh. Tingginya backlog rumah dan kawasan kumuh di perkotaan disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan perdesaan sehingga sulit untuk mengendalikan migrasi penduduk khususnya ke kota-kota besar. 

Selama kurun waktu 2008 - 2013, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk mendorong pembangunan rumah susun di kota-kota metropolitan, pengembangan kasiba/lisiba serta penataan kawasan kumuh di perkotaan dan permukiman nelayan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dirasakan telah cukup mampu untuk mendorong penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan di Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba di daerah masih cukup rendah sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan.
Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2013–2018 berdasarkan urusan pemerintahan, untuk urusan bidang perumahan yaitu dengan Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman yang dilaksanakan melalui program-program sebagai  berikut:
1) Program Pengembangan Permukiman, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/ lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.

2) Program Lingkungan Permukiman Sehat, dengan sasaran:

a) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

b) Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.

3) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman.
Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah 4 yaitu :  Wilayah Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor,    Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Dengan kategori permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
b. Pemantapan kawasan lindung;
c. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
d. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
e. Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat;
f. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
g. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
h. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
i. Belum optimalnya pengembangan agribisnis;

j. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor 2013-2018), prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan.

2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui pembangunan maupun pengembangan agribisnis, agro-industri serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja.

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

6. Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS maka faktor-faktor pengahambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD adalah sebagai berikut :

A. Faktor-faktor penghambat :

1) Perkembangan kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana khususnya air bersih dan sanitasi (air limbah, sampah dan drainase), akan menyebabkan kemiskinan perkotaan dengan berkembangnya permukiman kumuh yang tidak sehat;
2) Perubahan fungsi lahan di kawasan puncak akibat perkembangan pariwisata dan semakin meluasnya  lahan permukiman telah berdampak terhadap konservasi sumber daya alam yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran izin bangunan sehingga perlu adanya pengawasan/ penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi tata ruang di Kawasan Puncak;
3) Meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor tidak lepas dari berubahnya alih fungsi lahan.

B. Faktor-faktor pendorong 
1) Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, terdapat kebijakan penataan ruang untuk penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di  wilayah Jabodetabek dengan strategi  meliputi :
a. menyediakan  fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar; 

b. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh; 

c.  mengembangkan  permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal; 

d. memanfaatkan  teknologi  ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan; 

e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; 

f. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi  massal  yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah; 

g. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan 

h. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di  daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
2) Arah kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya  adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan jumlah rumah layak huni dan berkurangnya permukiman;
b. Peningkatan kapasitas penyediaan tempat pemakaman umum;
c. Peningkatan pengendalian dan penataan reklame; dan
d. Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman Perkantoran dan Taman Jalur.
Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.
Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis yaitu mengenai alih fungsi lahan serta perkembangan kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana khususnya air bersih dan sanitasi (air limbah, sampah dan drainase), akan menyebabkan kemiskinan perkotaan dengan berkembangnya permukiman kumuh yang tidak sehat.
Isu tersebut harus direspon secara cepat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan  tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan  program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
Strategi S-O

1). Jadikan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik sebagai landasan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat demi tercapainya Kabuaten Bogor sebagai Kabupaten Termaju di Indonesia;
2). Dayagunakan sumber daya UPT untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3). Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang lebih baik.
Strategi W-O

1). Pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui kerja sama dengan unsur-unsur perguruan tinggi dan kementerian/ lembaga serta pelatihan-pelatihan teknis;
2). Manfaatkan potensi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang tersebar untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta merata antar wilayah.
Strategi S-T

1). Mendayagunakan SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mensosialiasikan peraturan di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman kepada seluruh lapisan masyarakat;
2). Mengoptimalkan potensi UPT dalam rangka pengendalian pembangunan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman.
Strategi W-T 

1). Meningkatkan kemampuan SDM untuk mengatasi ketidaktahuan masyarakat terhadap perda-perda bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman;
2). Dayagunakan UPT untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian bangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3). Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan dinas.
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